




A. Latar Belakang Masalah 
Keberadaan lembaga keuangan dalam Islam adalah vital karena kegiatan bisnis 
dan roda ekonomi tidak akan berjalan tanpanya. Bank syariah adalah bank yang 
beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Tujuan utama dari pendirian 
lembaga keuangan berdasarkan etika ini adalah tiada lain sebagai upaya kaum 
muslimin untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya berlandaskan Al-
Quran dan Sunnah. 
Perbankan sebagai entitas bisnis yang berperan penting dalam kegiatan 
pembangunan mengalami perkembangan yang signifikan (Abdul Ghofur Ansori, 
2013: 1). Perkembangan perbankan dengan meggunakan prinsip syariah atau lebih 
dikenal dengan nama bank syariah di Indonesia bukan merupakan hal yang asing lagi. 
Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam telah merasakan kebutuhan 
akan adanya bank yang diharapkan dapat memberikan kemudahan-kemudahan dan 
jasa-jasa perbankan kepada semua umat Islam dan penduduk Indonesia yang 
beroperasi tanpa riba. 
Sejalan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia untuk mencapai 




kembangkan sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai keadilan, kebersamaan, 
pemerataan, dan kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip syariah. 
Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam yang di dasarkan kepada fatwa 
yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di 
bidang syariah. Lembaga yang berwenang dalam menetapkan fatwa adalah Majelis 
Ulama Indonesia, sedangkan pelaksanannya selama ini dilakukan oleh Dewan 
Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Rachmadi Usman, 2012: 117).  
Sebagai lembaga yang menghimpun semua organisasi Islam yang ada di 
Indonesia, fatwa MUI bisa menjadi rujukan semua masyarakat muslim (Zubairi 
Hasan, 2009: 25). UU Perbankan Syariah menentukan bahwa perincian mengenai 
prinsip syariah di fatwakan oleh MUI, yang kemudian diupayakan menjadi PBI 
setelah melalui penggodokan di Komite Perbankan Syariah yang di bentuk oleh Bank 
Indonesia, seperti yang tertuang dalam pasal 26 UU Perbankan Syariah bahwa: 
1. Kegiatan usaha perbankan syariah dan/atau produk dan jasa syariah, wajib 
tunduk kepada prinsip syariah; 
2. Prinsip syariah itu difatwakan oleh MUI; 
3. Fatwa MUI dituangkan dalam PBI; 
4. Dalam rangka penyusunan PBI, Bank Indonesia membentuk Komite 
Perbankan Syariah. 
Bank syariah merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan 
prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan 
pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau 




Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, 
bahwa yang dimaksud dengan bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan 
usahanya bedasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum 
Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. 
Secara umum kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah adalah 
penyaluran dana, penghimpunan dana, dan produk yang berkaitan dengan jasa kepada 
masyarakat. Di dalam sejarah perekonomian umat, pembiayaan yang dilakukan 
dengan akad yang sesuai syariah telah menjadi bagian dari tradisi umat Islam sejak 
zaman Rasulullah Saw. (Adiwarman Karim, 2013: 18). 
Perkembangan dan pertumbuhan dunia perbankan akan sangat dipengaruhi oleh 
kemampuannya dalam menghimpun dana masyarakat, baik dalam sekala kecil 
maupun besar dengan masa pengendapan yang memadai. Sebagai lembaga keuangan, 
perbankan syariah juga melakukan kegiatan penghimpunan dana agar dapat 
menjalankan fungsinya dengan baik. Penghimpunan dana dapat berbentuk giro, 
tabungan, dan deposito. Prinsip operasional Islam yang diterapkan dalam 
penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip wadi’ah dan mudharabah (Nurul 
Huda, Muhammad Heykal, 2010: 86). 
Bank adalah lembaga perantara keuangan antara pihak-pihak yang kelebihan 
dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi mempelancar lalu lintas pembayaran. 




bank adalah milik masyarakat yang dalam hal ini masyarakat menyimpan dananya di 
bank berdasarkan kepercayaan terhadap bank. 
Bank syariah hadir di Indonesia dengan menawarkan berbagai variasi dan 
inovasi produk yang menjadi daya tarik konsumen. Salah satu produk unggulan pada 
bank syariah adalah produk tabungan (Nurul Huda, Muhammad Haykal, 2010: 182). 
Menabung adalah tindakan yang di anjurkan oleh Islam, karena dengan 
menabung berarti seorang muslim mempersiapkan diri untuk pelaksanaan 
perencanaan-perencanaan masa yang akan datang sekaligus untuk menghadapi hal-
hal yang tidak diinginkan (Muhammad Syafi’I Antonio, 2001: 153). 
Tabungan adalah bentuk simpanan nasabah yang bersifat likuid, hal ini 
memberikan arti produk ini dapat diambil sewaktu-waktu apabila nasabah 
membutuhkan (Nur Rianto, 2012: 34). Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No. 
02/DSN-MUI/IV/2000, tabungan ada dua jenis yaitu: pertama, tabungan yang tidak 
dibenarkan secara prinsip syariah yang berupa tabungan dengan berdasarkan 
perhitungan bunga. Kedua, tabungan yang dibenarkan secara prinsip syariah yakni 
tabungan yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadi’ah. 
Tabungan syariah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip 
syariah. Dalam hal ini tabungan syariah tersebut berupa simpanan dari nasabah dalam 
bentuk rekening tabungan untuk keamanan dan kemudahan pemakaiannya, 




Ketentuan-ketentuan umum mengenai tabungan berdasarkan mudharabah 
adalah sebagai berikut: 
1. Dalam transaksi ini, nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik 
dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana; 
2. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai 
macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan 
mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah degan pihak lain; 
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan 
piutang; 
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan 
dalam bentuk akad pembukaan rekening; 
5. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan 
menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya; 
6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa 
persetujuan yang bersangkutan. 
Ketentuan umum mengenai tabungan berdasarkan wadi’ah adalah sebagai 
berikut: 
1. Tabungan wadi’ah merupakan tabungan yang bersifat titipan murni yang 





2. Keuntungan atau kerugian dari penyalur dana atau pemanfaatan barang 
menjadi milik atau tanggungan bank, sedangkan nasabah penitip tidak 
dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian;  
3. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik harta sebagai sebuah 
insentif selama tidak diperjanjikan dalam akad pembukaan rekening. 
Perkembangan bank yang semakin meningkat mengakibatkan persaingan antar 
bank semakin ketat. Hal ini dapat dilihat banyak bermunculan lembaga keuangan 
bank dan lembaga keuangan non bank yang menerapkan prinsip syari’at Islam. Salah 
satunya adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). 
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank syariah yang dalam 
kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Pasal 1 angka 9 
UU perbankan syariah). Fenomena Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang 
menunjukan pertumbuhan yang cukup pesat, itu menunjukan adanya kesadaran 
masyarkat untuk melaksanakan transaksi-transaksi ekonomi sesuai dengan aturan-
aturan syariah. 
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) berdiri di Indonesia di dasari oleh 
tuntutan bermuamalah secara Islam. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Salaam 
cabang Bandung menjadi salah satu BPRS yang berfungsi sebagai lembaga 




bentuk pembiayaan. Salah satu usaha yang dilakukan oleh BPRS Al-Salaam dalam 
penghimpunan dana yang berupa tabungan dengan akad wadi’ah. 
Tabungan wadi’ah merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad 
wadi’ah, yakni titipan murni yang harus dijaga dan di kembalikan setiap saat sesuai 
dengan kehendak pemiliknya. Berkaitan dengan produk tabungan wadi’ah bank 
syariah menggunakan akad wadi’ah yad dhamanah. 
Mengingat wadi’ah yad dhamanah ini mempunyai implikasi hukum yang sama 
dengan qard, maka nasabah penitip dan bank tidak boleh saling menjanjikan untuk 
membagihasilkan keuntungan harta tersebut. Namun demikian, bank diperkenankan 
memberikan bonus kepada pemilik harta titipan selama tidak disyaratkan dimuka. 
Dengan kata lain, pemberian bonus merupakan kebijakan bank syariah semata yang 
bersifat sukarela. 
Namun mekanisme yang terjadi di BPRS Al-Salaam cabang Bandung dalam 
hal pemberian bonus pada produk tabungan dengan akad wadi’ah belum sesuai 
dengan fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 dimana pemberian bonus pada produk 
tabungan dengan akad wadi’ah ini sudah disyaratkan pada saat akad pembukaan 
rekening tabungan, sementara pada fatwa bagian  ketiga poin terakhir mengenai 
Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan Wadi’ah, mengatakan: “Tidak ada imbalan 
yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (‘athaya) yang bersifat sukarela 




Setelah melihat kenyataan yang ada, maka penulis tertarik untuk melakukan 
penelitian guna mengetahui lebih lanjut  terkait tabungan dengan akad wadi’ah yang 
akan penulis tuangkan dalam usulan penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum 
Ekonomi Syariah Terhadap Mekanisme Pemberian Bonus Pada Produk 
Tabungan Dengan Akad Wadi’ah di BPRS Al-Salaam Cabang Bandung”. 
 
B. Rumusan Masalah 
Masalah penelitian ini adalah terdapat ketidaksesuaian mengenai pemberian 
bonus pada tabungan dengan akad wadi’ah dimana pemberian bonus telah di janjikan 
di awal akad pembukaan rekening tabungan, sedangkan dalam fatwa DSN No. 
02/DSN-MUI/IV/2000 menjelaskan bahwa bonus tidak boleh di persyaratkan di awal 
akad.  
Setelah melihat permasalahan di atas, masalah-masalah yang akan di kaji dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana mekanisme produk Tabungan dengan akad wadi’ah di BPRS Al-
Salaam cabang Bandung? 
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap mekanisme 
pemberian bonus pada produk Tabungan dengan akad wadi’ah di BPRS Al-





C. Tujuan penelitian 
Tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan-rumusan 
masalah di atas. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis melalui penelitian ini 
adalah: 
1. Untuk mengetahui mekanisme produk Tabungan dengan akad wadi’ah di 
BPRS Al-Salaam cabang Bandung. 
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap mekanisme 
pemberian bonus pada produk Tabungan dengan akad wadi’ah di BPRS Al-
Salaam cabang Bandung. 
 
D. Kegunaan Penelitian 
Penelitian mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap mekanisme 
pemberian bonus pada produk tabungan dengan akad wadi’ah di BPRS Al-Salaam 
cabang Bandung diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut: 
1. Akademis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tambahan 
mengenai Bank Syariah khususnya mengenai mekanisme pemberian bonus 






Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu referensi bank 
dalam hal pelaksanaan penghimpunan dana yang sesuai dengan hukum Islam 
dan prinsip syariah. 
 
E. Kerangka Pemikiran 
1. Studi Terdahulu 
Sebelum membuat desain penelitian ini, penulis melakukan perbandingan 
antara penelitian-penelitian terdahulu untuk mendukung materi dalam penelitian ini. 
Sebelumnya terdapat beberapa penelitian yang mengangkat tema tentang tabungan 
dengan menggunakan akad wadi’ah di ranah Lembaga Keuangan Syariah. 
Diantaranya: 
Tabel 1.1 
Perbandingan Penelitian Terdahulu 
No Penulis Judul Objek Teori 






























































Salamah di BPRS 











dapat disetor dan di 




hasil usaha BPRS 
Ben Salamah Abadi 
 
Banyak berbagai karya tulis ilmiah dan hasil penelitian mulai dari artikel, 
makalah, dan skripsi yang sudah dilakukan peneliti terdahulu. Namun peneliti 




menggunakan akad wadi’ah. Untuk itu dalam penelitian ini lebih menitikberatkan 
pada Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Mekanisme Pemberian Bonus pada 
Produk Tabungan dengan Akad Wadi’ah. 
2. Kerangka Berfikir 
Menurut tradisi fikih Islam, prinsip titipan atau simpanan di kenal dengan 
prinsip wadi’ah. Wadi’ah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke 
pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan 
kapan saja si penitip menghendaki (Muhammad Syafi’I Antonio, 2001: 85). 
Firman Allah SWT. dalam surat An-Nisa (4): 58, yang berbunyi: 
     
  
   
    
   
    
     
      
 
Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang 
berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di 
antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah 
memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah 
adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat (Al-Quran dan Terjemah).  
 
Salah satu prinsip yang digunakan oleh bank syariah dalam memobilisasi dana 




ini ialah wadi’ah. Wadi’ah merupakan titipan murni yang setiap saat dapat diambil 
jika pemiliknya menghendaki (Muhammad Syafi’I Antonio, 2001: 148).  
Tabungan adalah sumber dana yang inti pada bank, yang dalam perananya 
memiliki fungsi yang besar. Dalam pasal 9 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 
bahwa tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut 
syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet, giro, atau 
alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Pada pasal ini dapat dikemukakan bahwa 
tabungan mempunyai dua unsur yaitu: 
a. Penarikannya dengan syarat tertentu, yang berarti bahwa simpanan dalam 
bentuk tabungan hanya dapat ditarik sesuai dengan persyaratan tertentu 
yang telah disepakati oleh nasabah penyimpan dana; 
b. Cara penarikannya, dalam hal ini penarikan simpanan dalam bentuk 
tabungan dapat dilakukan secara langsung oleh si nasabah penyimpan atau 
oleh orang lain yang dikuasakan olehnya dengan mengisi slip penarikan 
yang berlaku di bank yang bersangkutan (Hermansyah, 2005: 48). 
Tabungan wadi’ah merupakan salah satu produk tabungan, yang harus dikelola 
secara benar. Menurut jenisnya tabungan wadi’ah terdiri atas: 
a. Wadi’ah Amanah, adalah akad penitipan barang atau uang dimana pihak 




dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan 
barang titipan yang bukan diakibatkan kelalaian penerima titipan. 
b. Wadi’ah Yad Dhamanah, adalah akad penitipan barang atau uang dimana 
pihak penerima titipan dengan atau tanpa ijin pemilik barang atau uang, 
dapat memanfaatkan barang atau uang dan harus bertanggung jawab 
terhadap kehilangan atau kerusakan barang atau titipan. Semua manfaat 
dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang atau uang 
tersebut menjadi hak penerima titipan. 
Berkaitan dengan produk tabungan wadi’ah, bank syariah menggunakan akad 
wadi’ah yad dhamanah. Dalam hal ini, nasabah bertindak sebagai penitip yang 
memberikan hak kepada bank syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang 
atau barang titipannya, sedangkan bank syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi 
dana atau barang yang disertai hak untuk menggunakan atau memanfaatkan dana atau 
barang tersebut. Sebagai konsekuensinya, bank bertanggungjawab terhadap keutuhan 
harta titipan harta tersebut serta mengembalikannya kapan saja pemiliknya 
menghendaki. Disisi lain, bank juga berhak sepenuhnya atas keuntungan dari hasil 
penggunaaan atau pemanfaatan dana atau barang tersebut (Adiwarman Karim, 2011: 
345-346). 
Berdasarkan akad wadi’ah yad dhamanah bank memperoleh ijin dari nasabah 
untuk menggunakan dana tersebut selama mengendap di bank. Nasabah dapat 




perjanjian yang disepakati. Bank menjamin pembayaran kembali simpanan mereka. 
Semua keuntungan atas pemanfaatan dana tersebut adalah milik bank, tetapi atas 
kehendaknya sendiri bank dapat memberikan imbalan keuntungan yang berasal dari 
sebagian keuntungan bank setelah dikurangi pembagian bagi hasil kepada pemegang 
rekening tabungan dan deposito mudharabah. 
Konsekuensi dari yad dhamanah, semua keuntungan yang dihasilkan dari dana 
titipan tersebut menjadi milik bank demikian juga bank harus menanggung seluruh 
kemungkinan kerugian. Sebagai imbalan, si penyimpan mendapat jaminan keamanan 
terhadap hartanya. 
Bank sebagai penerima titipan, sekaligus juga pihak yang telah memanfaatkan 
dana tersebut, tidak dilarang untuk memberikan semacam insentif berupa bonus 
dengan catatan tidak di syaratkan sebelumnya dan jumlahnya tidak ditetapkan dalam 
nominal atau presentase secara advance, tetapi betul-betul merupakan kebijaksanaan 
dari manajemen bank (Muhammad Syafi’I Antonio, 2001: 87). 
Demikian pula dalam Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/2000 ditetapkan ketentuan 
umum tabungan berdasarkan   prinsip wadi’ah yaitu: 
a. Bersifat simpanan; 
b. Simpanan bisa diambil kapan saja (on call) atau berdasarkan kesepakatan; 
c. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian 




Sejalan dengan fatwa DSN di atas berkenaan dengan tabungan berdasarkan 
prinsip wadi’ah, ketentuan dalam pasal 3 Peraturan Bank Indoesia No. 7/46/PBI/2005 
tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan 
kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, menetapkan persyratan paling kurang 
dalam kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk giro dan tabungan berdasarkan 
wadi’ah. 
Ketentuan mengenai persyaratan paling kurang kegiatan penghimpunan dana 
dalam bentuk tabungan atas dasar akad wadi’ah tersebut, diatur juga dalam Surat 
Edaran Bank Indonesia No. 10/14/DPBS/2008 tanggal 17 maret 2008 (Rahmadi 
Usman, 2009: 159-161). 
Berdasarkan konsep di atas bahwa bonus dalam tabungan wadi’ah tidak boleh 
ditentukan di awal dan besarnya di hitung dari proporsi tabungan wadi’ah terhadap 
pendapatan yang telah dikurangi porsi bagi hasil. 
BPRS Al-Salaam Cabang Bandung, menggunakan akad wadi’ah pada salah 
satu produk tabungan, ditinjau dari kesesuaian teori dan praktek kurang sesuai dengan 
teori yang ada. Dimana dalam tabungan dengan prinsip wadi’ah itu tidak 
menggunakan nisbah bagi hasil yang ada hanya athaya/bonus yang diberikan kepada 
nasabah dengan catatan tidak diperjanjikan di depan/ dituangkan dalam akad. 
Fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 menjelaskan tentang tidak ada 
imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian athaya yang bersifat 




7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang 
melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, serta dalam Surat Edaran 
Bank Indonesia No. 10/14/DPBS/2008 ditetapkan tidak dibolehkan menjanjikan 
pemberian bonus kepada nasabah. Namun pada prakteknya, produk tabungan dengan 
akad wadi’ah di BPRS Al-Salaam ini menerapkan adanya pemberian bonus diawal, 
padahal dalam teorinya tidak dibolehkan menjanjikan pemberian imbalan/bonus 
kepada nasabah diawal akad. 
 
F. Langkah-langkah Penelitian 
1. Metode Penelitian 
Metode yang digunakan adalah deskriptif, yaitu suatu bentuk penelitian yang 
bertujuan mendeskrifsikan suatu kesatuan analisis secara utuh, sebagai suatu kesatuan 
yang terintegrasi, terutama yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas, 
kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulannya (Cik Hasan Bisri, 2001: 57). Dengan 
penggunaan metode ini maka penulis menggambarkan mengenai mekanisme 
pemberian bonus pada tabungan dengan akad wadi’ah, dimana Penelitian ini 
dilakukan di BPRS Al-Salaam cabang Bandung. Dengan pertimbangan di BPRS Al-
Salaam terdapat suatu permasalahan yang berhubungan dengan penelitaian ini yaitu 
mengenai mekanisme pemberian bonus pada tabungan dengan akad wadi’ah.  




Jenis penelitian ini adalah kualitatif yaitu penelitian yang lebih menekankan 
analisisnya pada proses penyimpulan deduktif, serta pada analisis terhadap dinamika 
hubungan antar fenomena yang diamati (Saifuddin Azwar, 2007: 05). Dimana 
fenomena yang terjadi yaitu mengenai penetapan pemberian bonus pada tabungan 
dengan akad wadi’ah.  
Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari: 
a. Data mengenai mekanisme produk tabungan dengan akad wadi’ah di 
BPRS Al-Salaam cabang Bandung. 
b. Data mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap mekanisme 
pemberian bonus pada produk tabungan dengan akad wadi’ah di BPRS Al-
Salaam cabang Bandung. 
 
3. Sumber Data 
Penentuan sumber data didasarkan atas jenis data yang telah ditentukan, pada 
tahapan ini di tentukan sumber data primer dan sumber data sekunder (Cik Hasan 
Bisri, 2001: 64). 
a. Sumber data primer, yaitu sumber data utama dari suatu penelitian yang 
diperoleh dari data-data dokumen dan hasil wawancara dengan pihak-pihak 
BPRS Al-Salaam mengenai mekanisme pemberian bonus pada tabungan 




b. Sumber data sekunder, diambil dari sumber yang berupa literatur 
kepustakaaan, baik berupa buku-buku, dokumen tertulis, dan lain-lain yang 
berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti yaitu mengenai 
mekaisme pemberian bonus di BPRS Al-Salaam cabang Bandung pada 
produk Tabungan dengan akad wadi’ah. 
 
4. Teknik Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data tergantung pada jenis data dan sumber data yang 
diperlukan (Cik Hasan Bisri, 2001: 65). Dalam pengumpulan data peneliti 
menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 
a. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu 
pengamatan terhadap permasalahan untuk mengetahui keadaan yang 
sebenarnya mengenai pelaksanaan pemberian bonus pada Tabungan 
dengan akad wadi’ah di BPRS Al-Salaam cabang Bandung (Abdurahmat 
Fathoni, 2006: 104). 
b. Wawancara (interview), yaitu teknik pengumpulan data melalui proses 
Tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang 
dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang 
diwawancara yaitu pihak BPRS Al-Salaam cabang Bandung (Abdurahmat 




c. Studi kepustakaan, penulis mengumpulkan literatur beberapa buku-buku, 
jurnal, makalah, artikel, internet dan lain-lain yang ada hubungannya 
dengan permasalahan yang diteliti. 
5. Analisis Data 
Analisis data merupakan penguraian melalui tahapan kategorisasi dan 
klasifikasi, pencarian hubungan antara data yang secara spesifik tentang hubungan 
antar perubah (Cik Hasan Bisri, 2001: 66). 
Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis data kualitatif 
yaitu dengan mengumpulkan seluruh data mengenai pemberian bonus pada Tabungan 
dengan akad wadi’ah berdasarkan penelitian, kemudian diklarifikasikan berdasarkan 
perumusan masalah. Di mana sebelum peneliti menganalisis dengan metode tersebut, 
data yang peneliti peroleh terlebuh dahulu diolah sesuai dengan data yang ada. 
Data yang diperoleh kemudian dihubungkan dengan data yang diperoleh dari 
literatur dan ditarik kesimpulan. Dengan demikian diharapkan hasil penelitian ini 
menjadi satuan karya tulis yang dapat dipertanggungjawabkan. 
Adapun beberapa langkah yang dilakukan oleh peneliti dalam menganalisis 
data yang diperoleh, yaitu: 
a. Memahami seluruh data yang sudah terkumpul dari berbagai sumber, 
b. Mengklasifikasikan data yang telah ada, dalam hal ini data primer dengan 




c. Menghubungkan data yang didapatkan dengan data lain, dengan 
berpedoman pada kerangka pemikiran yang ditentukan. 
d. Menganalisis data dengan menggunakan metode deduktif dan induktif serta 
menghubungkan data dengan teori dan praktiknya di lapangan, 
e. Menarik kesimpulan. 
  
